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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5 
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58  ByPass,  Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat 

Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201 
 

 
Nomor : 820/DJU/HK.01/8/2022   Jakarta,  19 Agustus 2022    

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar 

Hal  : Undangan Focus Group Discussion (FGD)  

  Pembahasan Penilaian Risiko Pencucian Uang 

  Hasil Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan 

   

   

Kepada Yth.  

Sdr. Ketua Pengadilan Perikanan 

(daftar terlampir) 

di – 

       Tempat 

  

 Sehubungan dengan surat Nomor B/136/KS.01/VIII/2022, tanggal                                  

16 Agustus 2022 dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Deputi Bidang 

Strategi dan Kerja Sama hal tersebut di atas, dengan ini diminta agar Ketua Pengadilan 

Perikanan menugaskan hakim perikanan pada pengadilan yang Saudara pimpin untuk 

menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut secara virtual, pada : 

 Hari, Tanggal  : Kamis, 25 Agustus 2022 

  Waktu  : 09.00 WIB – selesai 

 Link Zoom  :  https://bit.ly/FGD-SRAKKP2022 

      Meeting ID :  826 7340 3351 

      Passcode :  820200  

 

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

 

Tembusan : 

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI 

2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Jakarta, Jayapura, Manado, Medan, Pontianak 

dan Riau  

 

 

 

 

https://bit.ly/FGD-SRAKKP2022


 
 

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 

 

LAMPIRAN  

 

DAFTAR UNDANGAN 

 

1. Ketua Pengadilan Negeri Medan 

2. Ketua Pengadilan Negeri Ranai 

3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang 

4. Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara 

5. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak 

6. Ketua Pengadilan Negeri Bitung 

7. Ketua Pengadilan Negeri Ambon 

8. Ketua Pengadilan Negeri Tual 

9. Ketua Pengadilan Negeri Sorong 

10. Ketua Pengadilan Negeri Merauke 
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